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menyebabkan perr 
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arian lingkungan, 
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dapat 

lingkungan,   mengganggu kesehatan 

lainnya sehingga 

pengendalian terhadap 

Plastik, 

bahwa berdasarkan ke 

Peraturan Daerah Kabu 

Tahun 2018 tentang Pen 

anusia dan makhluk hidup 

erlu dilakukan 

pak penggunaan Kantong 

upaya 

tentuan Pasal 8 ayat (2) 

Ipaten Wonogiri Nomor 11 

gelolaan Sampah dinyatakan 
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ditetapkan dalam Pera 

satunya terkait pengurz 

Plastik, 

turan Bupati yang salah 

ngan penggunaan Kantong 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, hu 

menetapkan Peraturan 
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ruf b dan huruf c, perlu 
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Mengingat Undang-Undang Nomor 

Pembentukan  Daerah- 

13 Tahun 1950 tentang 

daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djjawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahu 

Undang-Undang Nomot 

In 1950 Nomor 42), 

18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 206 

Lembaran Negara Repuh 

Undang-Undang Nomor 

Perlindungan dan Pen 

(Lembaran Negara Repi 

Nomor 140, Tambahan 

Indonesia Nomor 5059): 

Undang-Undang Nomor 

Pemerintahan Daerah 

Indonesia Tahun 201 

Lembaran Negara Rep 

sebagaimana telah di 

dengan Undang-Undar 

tentang Perubahan Ke 

Nomor 23 Tahun 2014 t 

(Lembaran Negara Repu 

Nomor 58, Tambahan 

Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah N 

Pengelolaan Sampah RI 

Sejenis Sampah Rumal 

Republik Indonesia T 

Tambahan Lembaran 

Nomor 5347), 

Peraturan Presiden No 

Kebijakan dan Strategi N 

Rumah Tangga dan Sanf 

Tangga (Lembaran Nega 

2017 Nomor 223), 

Peraturan Menteri Lin 
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lik Indonesia Nomor 4851), 

32 Tahun 2009 tentang 
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Lembaran Negara Republik 

23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik 
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entang Pemerintahan Daerah 

iblik Indonesia Tahun 2015 

Lembaran Negara Republik 
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umah Tangga dan Sampah 

| Tangga (Lembaran Negara 

lahun 2012 Nomor 188, 

Negara Republik Indonesia 

mor 97 Tahun 2017 tentang 

Jasional Pengelolaan Sampah 

Ipah Sejenis Sampah Rumah 

ta Republik Indonesia Tahun 

gkungan Hidup Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 

Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita   
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14: 

12. 

15. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804), 

Peraturan Menteri Perddgangan Nomor 70/M-DAG/ 

PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan 

Peraturan 

Menteri Perdagangan 

DAG/PER/9/2014 tentang 

Menteri Perdagangan 

Nomor 56/M- 

Perubahan Atas 

Nomor 70/M- 

DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern (Beri ta Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1342): 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 

di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provirisi Jawa Tengah Nomor 4), 

Peraturan Daerah Kaupaten Wonogiri Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
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Perangkat Daerah Kanjipaten Wonogiri (Lembaran 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

KANTONG PLASTIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENGURANGAN PENGGUNAAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1, 

2. 

3. 

Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

menjadi kewenangan daerah. 

urusan pemerintahan yang 

Instansi yang bertanggung jawab yang selanjutnya disebut Instansi adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Uu 

lingkungan hidup. 

Satuan Pendidikan adalah kelompok 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

setiap jenjang jenis pendidikan. 

rusan pemerintahan di bidang 

layanan pendidikan yang 

formal, dan nonformal pada 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan 

dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan 

kegiatan di wilayah hukum Negara Kesati 

sendiri atau bersama-sama melakukan 

Kabupaten Wonogiri. 

jan Republik Indonesia, baik 

kegiatan usaha di wilayah 

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertera yang terdiri dari satu atau 

beberapa bangunan yang didirikan secara 

yang dijual atau disewakan kepada pelaku 

untuk melakukan kegiatan perdagangan bar 

Toko Modern adalah toko dengan sistem 

berbagai jenis barang secara eceran 1 

supermarket, department 

berbentuk Perkulakan. 

store,  hypermi 

vertikal maupun horizontal, 

| usaha atau dikelola sendiri 

ang. 

pelayanan mandiri, menjual 

jang berbentuk minimarket, 

trket ataupun grosir yang 

Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung 

bahan dasar plastik, lateks atau polyethi 

polymeric, atau bahan-bahan sejenis 1 

pegangan tangan, yang digunakan sebagai 

ylene, thermoplastik synthetic 

hinnya, dengan/atau tanpa 

media untuk membungkus,   
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mewadahi, mengangkat dan/atau mengangk 

10. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adal 

bahan dasar organik yang mudah terurai 

yang dapat dipakai berulang-ulang. 

ut barang. 

ah kantong yang terbuat dari 

dan/atau kantong permanen 

11. Pengurangan Penggunaan Kantong Prastik adalah cara untuk 

meminimalisasi volume, distribusi dan peng 

bertahap akan mengurangi ketergantungan 

tidak ramah lingkungan. 

BAB II 

gunaan secara bijaksana serta 

terhadap Kantong Plastik yang   
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Maksud pengurangan penggunaan Kant 

mengurangi peredaran sampah plastik dari si 

(2) Tujuan pengurangan penggunaan Kantong PI 

a. mengendalikan terjadinya pencemaran da 

ong Plastik adalah untuk 

imber penghasil sampah. 

astik, untuk: 

n/atau kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik: dan 

b. menjamin keberlangsungan makhluk hidu 

(3) Ruang lingkup pengurangan penggunaan Kar 

a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik 

b. penyediaan Kantong Alternatif Ramah Ling 

BAB III 

TUGAS DAN WEWEN/ 

Pasal 3 

(1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksana 

Kantong Plastik meliputi: 

a. menumbuhkembangkan dan meningka 

dalam pengurangan penggunaan Kantong 

b. memfasilitasi, mengembangkan, dan mela 

penggunaan Kantong Plastik, dan 

c. melakukan koordinasi antar Perangkat 

masyarakat, dan Pelaku Usaha agar 

pengurangan penggunaan Kantong Plastik 

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam me 

penggunaan Kantong Plastik adalah: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengi 

Plastik, dan   
p dan kelestarian ekosistem. 

'tong Plastik terdiri atas : 

kungan. 

an pengurangan penggunaan 

tkan kesadaran masyarakat 

ksanakan upaya pengurangan 

Daerah, Satuan Pendidikan, 

terdapat keterpaduan dalam 

nyelenggarakan pengurangan 

irangan penggunaan Kantong    



(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

b. melakukan pembinaan, pengawasan d an evaluasi secara periodik 

terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik kepada Perangkat 

Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat, dan Pelaku Usaha. 

BAB IV 

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK 

Pasal 4 

Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, m 

dalam penyelenggaraan penjamuan dilarang 

asyarakat dan Pelaku Usaha 

menggunakan Kantong Plastik 

sebagai bungkus, wadah dan/atau penggunaan lainnya pada sajian makan 

dan/atau minuman. 

Peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan/atau masyarakat 

yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan 

wadah dan/atau bungkus makanan dan/atau minuman dari Kantong 

Plastik. 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dil arang menggunakan Kantong 

Plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang 

dan/atau perlengkapan. 

BAB V 

PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF 

Pasal 5 

Pelaku Usaha wajib menggunakan Kantong 

RAMAH LINGKUNGAN 

Alternatif Ramah Lingkungan 

dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik. 

Penggunaan Kantong Alternatif 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: 

a. Pusat Perbelanjaan, dan 

b. Toko Modern. 

BAB VI 

Ramah Lingkungan sebagaimana 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan 

penggunaan Kantong Plastik terhadap : 

a. Perangkat Daerah, 

b. Satuan Pendidikan, 

c. masyarakat, dan 

d. Pelaku Usaha.      



(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

diselenggarakan oleh Kepala Instansi. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada aya| 

a. sosialisasi, 

b. 

C: 

d. 

konsultasi: 

bantuan teknis: dan 

Kantong Alternatif Ramah Lingkungan. 

(4) Dalam hal melakukan pembinaan dan penga 

pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari 

(S5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Bupati. 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYAR 

Pasal 7 

(1) Masyarakat berperan aktif dalam pengut 

Plastik dan/atau penggunaan Kantong Alteri 

(2) Peran serta masyarakat dalam pengurangar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukh 

a. kegiatan ke berbelanja dan/atau 

menggunakan bahan yang dapat 

menggunakan Kantong Plastik, 

memilah dan/atau memilih sampah berb 

pendaurulangan dan/atau kreasi, dan 

& 

(3) 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

menyediakan atau membawa wadah atau 

d 

melaksanakan reduce, reuse, dan recycle (4 

Peran serta masyarakat dalam penggunaa 

(1) 

t (1) dapat dilakukan melalui: 

fasilitasi penerapan teknologi tepat gung dan hasil guna pembuatan 

wasan sebagaimana dimaksud 

insur Perangkat Daerah. 

Hitetapkan dengan Keputusan 

AKAT 

tangan penggunaan Kantong 

hatif Ramah Lingkungan. 

| penggunaan Kantong Plastik 

(an melalui: 

keseharian 

ipakai kembali 

iatan lainnya 

dan tidak 

ahan plastik untuk dilakukan 

$R) melalui bank sampah. 

n Kantong Alternatif Ramah 

ayat (1) dilakukan dengan 

tempat secara mandiri dalam 

melakukan kegiatan berbelanja dan/atau kegiatan keseharian lainnya. 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRA 

Pasal 8 

TIF 

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administra 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis, 

c. penghentian sementara kegiatan, 

tt ?                            



d. penghentian tetap kegiatan, 

e. pencabutan sementara izin, dan 

f. pencabutan tetap izin. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 13 Oktober 2019 

   
NOMOR 46 

    
Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Ditetapkan di Wonogiri 
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